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PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang :

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa, maka dipandang perlu
merevisi/merubah Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran
2017;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong
Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 %



Menetapkan :

10.

11.

12.

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

_Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

_Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017;

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Langsa Nomor 276);

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 3
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kota Langsa Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor
649) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 %.



1. Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana  Gampong dilakukan  melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran dana Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tahap [ paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan

b. tahap 1I paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Gampong Tahap I dilakukan setelah
Geuchik menyampaikan:
a.qanun Gampong mengenai APBGampong kepada

Walikota;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun
anggaran sebelumnya;

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana
Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat
tanggal 7 (tujuh) Januari tahun anggaran berjalan;

(5) Penyaluran Dana Gampong Tahap II dilakukan setelah
Geuchik menyampaikan :

a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I
kepada Walikota;

b.laporan realisasi penyerapan dana Gampong dan
capaian output tahap I;

c. laporan realisasi penyerapan capaian output dana
Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juli tahun
anggaran berjalan.

2. Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 12

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:

a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);

b. terdapat Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kota.

(2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Gampong tahap | tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam ¥.
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3)

(4)

(5)

Agar
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Gampong
tahap I tidak dilakukan. .

Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan
Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya
telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana
Gampong di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari anggaran Dana Gampong tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan
Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa dana Gampong di RKUD.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H

,:?ALIKOTA LANGSA,
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P& —¢& USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 682
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